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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan sektor yang menunjang kegiatan ekonomi antar-

anggota masyarakat dan antar-bangsa. Oleh karena itu, perdagangan sangat vital

bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara

berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna

mewujudkan pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya serta memelihara

kemantapan stabilitas nasional.1

Perlindungan hukum bagi masyarakat (konsumen) terhadap barang

dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian

terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting. Atas pertimbangan

itulah, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya payung hukum

tersebut, diharapkan pelaku usaha senantiasa mematuhi rambu-rambu mengenai

standar mutu barang yang diperdagangkan.2

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan hukum timbal-balik.

Artinya, pelaku usaha dan konsumen berada pada posisi yang setara secara

1 Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis), PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 16.

2 Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Umum, 2000, hlm. 1.
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yuridis, dimana pelaku usaha memiliki dua kewajiban pokok, yaitu

menyerahkan barangnya serta menjamin si pembeli dapat memiliki barang itu

dengan tentram.3 Pelaku usaha memiliki hak berupa pembayaran atas barang

dan/atau jasa yang dijual. Disamping itu, pembeli memiliki kewajiban berupa

membayar harga pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan4 serta

memiliki hak untuk menerima barang pada waktu perjanjian jual beli ditutup

dan di tempat barang itu berada.

Berdasarkan pengertian hak dan kewajiban yang melekat pada diri para

pihak dalam perjanjian jual beli di atas, maka hubungan antara pelaku usaha dan

konsumen harus berada pada posisi yang setara dan seimbang. Dari sanalah

timbul tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang dijual. Apabila produk

yang dijual oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka

kerugian yang dirasakan konsumen sebagai akibat dari produk tersebut adalah

menjadi resiko produsen.5

Seiring dengan meningkatnya tingkat ketertarikan wanita terhadap

kosmetik dari luar negeri menyebabkan pelaku usaha berlomba-lomba untuk

mendapat keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada tanpa

mempedulikan apakah kosmetik tersebut memiliki izin untuk diperdagangkan.

Didukung oleh perkembangan teknologi informasi, khususnya instagram,

3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2011, hlm 162.
4 Ibid, hlm. 162.
5 M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Pewujudan

Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hlm. 1.
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memudahkan penjual untuk memperdagangkan kosmetik tersebut tanpa

memerlukan perizinan. Dengan demikian tidak mengherankan apabila kosmetik

tersebut sangat mudah untuk ditemukan.

Kosmetik bermerek dari luar negeri yang penulis temukan di Instagram

diantaranya seperti:

a. Candy Liptint, dalam bentuk lipstik;

b. Focalure, dalam bentuk eyeshadow, eyebrow, blush on, dan

highlighter;

c. KCC BB Cream, dalam bentuk bb cream;

d. Rorec, dalam bentuk masker sheet mask;

e. Hut Mun Gel, dalam bentuk cairan masker;

f. Elsheskin Radiant Skin, dalam bentuk serum;

g. Bioaqua, dalam bentuk masker sheet mask, eye mask, dan BB

Cushion;

h. DHC, dalam bentuk serum bulu mata;

i. April Skin, dalam bentuk BB Cushion; dan masih banyak lagi.

Beragam kosmetik dari luar negeri yang dijual melalui instagram seperti di

atas boleh dikatakan illegal lantaran tidak memiliki izin edar di Indonesia.

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memuluskan langkah

bisnisnya. Mulai dari menyogok petugas di bandara hingga menggunakan jasa

ekspedisi internasional untuk memasukkan kosmetik tersebut ke indonesia.
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Meskipun produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar di Indonesia,

pelaku usaha tersebut tidak takut akan dampak buruk yang mungkin bisa

ditimbulkan akibat pemakaian kosmetik tersebut. Hal ini dikarenakan produk

yang mereka jual merupakan merek ternama dan bukan kosmetik abal-abal.

Hanya saja kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar untuk diperdagangkan di

Indonesia.

Dari segi kesehatan, kosmetik tanpa izin edar bisa saja memiliki

kandungan yang berbahaya hingga dapat mengancam keselamatan jiwa. Hal ini

disebabkan karena kosmetik tanpa izin edar dimungkinkan memiliki kandungan

yang berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon.

Merkuri pada umumnya digunakan dalam krim pemutih wajah. Apabila

bahan-bahan tersebut masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah, hal

tersebut dapat menyebabkan mengecilnya pembuluh darah dan akan terjadi

penyumbatan pada pembuluh darah. Apabila penyumbatan terjadi pada otak,

maka dapat menyebabkan stroke hingga kematian.

Sedangkan hidroquinon biasanya digunakan dalam krim pencerah kulit.

Bahan aktif yang digunakan ditujukan untuk mengatasi hiperpigmentasi. Namun,

apabila zat tersebut masuk ke dalam tubuh, maka dapat menyebabkan

ochronosis (menyebabkan area kulit menjadi kebiruan). Maka dari itu, sangat

penting menjadi konsumen yang bijak dalam memilih produk kosmetik, salah
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satunya dengan memperhatikan apakah kosmetik tersebut memiliki izin Badan

POM.

Agar suatu produk kosmetik dari luar negeri dapat diedarkan, maka produk

tersebut haruslah memiliki izin edar. Izin edar adalah izin untuk obat dan

makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir obat

dan makanan yang akan diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia

berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.6 Adanya izin

edar dari Badan POM sangat penting keberadaannya karena berhubungan

dengan hak konsumen dalam hal untuk mengetahui secara jelas informasi

tentang kelayakan suatu produk kosmetika yang akan mereka beli.

Secara garis besar, hak konsumen dapat dibagi kedalam tiga prinsip dasar,

yaitu:7

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik

kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;

2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;

dan

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap

permasalahan yang dihadapi.

6 Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.

7 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 140.



6

Tindakan tegas dari pemerintah dibutuhkan dalam menghentikan

peredaran kosmetik tanpa izin edar di masyarakat. Seharusnya, begitu

ditemukan online shop yang menjual kosmetik tanpa izin edar, maka semua

mata rantai penjualanan kosmetik tersebut dapat dikenai sanksi. Pihak

berwenang tidak harus menunggu pelaku usaha melakukan hal tersebut berulang

kali, yang akan semakin merugikan konsumen.8

Karena konsumen berada pada posisi yang lemah, maka ia harus

dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah

memberikan perlindungan kepada masyarakat.9

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku usaha

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan

kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan”.

Selain itu diperlukan kesediaan semua pihak untuk mencegah agar tidak

membanjirnya kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar diperjualbelikan melalui

instagram. Sayangnya, justru hal inilah yang belum dilakukan oleh pemerintah.

Selama ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap para pedagang

online (online shop di instagram) yang menjual kosmetik dari luar negeri tanpa

8 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta. Rajawali Pers,
2014, hlm. 44.

9 AZ. Nasution, Tujuan & Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada
Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 71.
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izin edar diperjualbelikan, padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pada Pasal 4 huruf c Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak konsumen untuk

mengetahui informasi kualitas produk secara jujur. Pada Pasal 8 dan 9 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah diatur

mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Bahkan, pada

Pasal 62 dijelaskan apabila pelaku usaha yang melanggar bisa dikenai sanksi

pidana denda hingga Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) serta sanksi pidana

kurungan paling lama 5 (lima) tahun. Di samping itu, di dalam Pasal 105 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa

sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan

harus memenuhi standar dan/atau yang ditentukan.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana

memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut

kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, maupun konsumen itu

sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Berbagai aturan tentang

administrasi izin peredaran kosmetik dari luar negeri yang telah ada tidak serta

merta menjamin kosmetik yang beredar di masyarakat telah sesuai dengan

peraturan yang ada. Karena pada kenyataannya konsumen dengan mudahnya

dapat membeli kosmetik bermerek tanpa izin edar dari luar negeri melalui media

online, khususnya instagram. Pengawasan dari berbagai pihak serta pemberian
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sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang berbuat curang diharapkan

mampu mengurangi kasus-kasus seperti itu.

Permasalahan mengenai maraknya beredar penjualanan produk kosmetik

dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pegawas Obat dan

Makanan (Badan POM) yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha

perorangan melalui online shop di instagram seharusnya mendapatkan perhatian

lebih dari Badan Pegawas Obat dan Makanan (Badan POM) karena hal ini

menyangkut mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Pengawasan dari

berbagai pihak hingga pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang

tidak mementingkan izin edar diharapkan mampu menjadi solusi bagi

permasalahan seperti ini.

Di dalam ketentusn Pasal 19 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung

jawab pelaku usaha. Pada ketentuan Pasal 19 diatur mengenai lingkup luas

tanggung jawab pelaku usaha, yaitu meliputi10 :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;

2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

10 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta,
Rajawali Pers, hlm. 125.
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Adapun yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah apabila

konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau

kerugian finansial dan kesehatan yang diakibatkan oleh mengonsumsi produk

yang diperdagangkan itu.

Selanjutnya pada ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa apabila pelaku usaha

menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi

atas tuntutan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 ayat (1),

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka dapat digugat melalui Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan

konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah

Tanggung Jawab Hukum Penjual Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin

Edar Yang Diperdagangkan Melalui Instagram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum penjual kosmetik dari luar negeri

tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui instagram?
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2. Apa upaya hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Badan POM) terhadap penjual kosmetik dari luar negeri

tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui instagram?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian

tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan rumusan masalah seperti

disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum penjual

kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui

instagram;

2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang dilakukan oleh

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terhadap penjual

kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar yang diperdagangkan melalui

instagram.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam

bidang Hukum Perdata khususnya mengenai masalah tanggung
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jawab hukum penjual kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar yang

diperdagangkan melalui instagram,

b. Untuk memperoleh data dan informasi secara jelas dan lengkap

sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat guna

menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang

Hukum Perdata mengenai Tanggung Jawab Hukum Penjual

Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin Edar Yang Diperdagangkan

Melalui Instagram.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan

(Badan POM) agar dapat bertindak tegas untuk mencegah adanya

peredaran produk kosmetika dari luar negeri tanpa izin edar;

b. Bagi pelaku usaha yang menjual produk kosmetika dari luar negeri,

diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran agar lebih memprioritaskan untuk menjual produk yang

memiliki izin edar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. Bagi masyarakat, diharapkan agar lebih cermat dan bijak dalam

memilih produk kosmetika yang berasal dari luar negeri agar
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terhindar dari berbagai macam bentuk kerugian yang dapat timbul

akibat pemakaian produk kosmetika dari luar negeri tanpa izin edar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Keberadaan ruang lingkup dibutuhkan agar pembahasan pada skripsi ini

tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah Tanggung Jawab

Hukum Penjual Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin Edar Yang

Diperdagangkan Melalui Instagram, Upaya Hukum Badan Pengawas Obat Dan

Makanan (BPOM) Dalam Menanggulangi Beredarnya Produk Kosmetik Dari

Luar Negeri Tanpa Izin Edar, serta Pelaku Usaha yang dimaksud dalam

penulisan skripsi ini adalah Penjual Perorangan yang menjual kosmetik dari luar

negeri melalui akun online shop di instagram.

F. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas

penelitian, dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.11

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum

menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek

11 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1996, hlm. 6.
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berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan

yang bertentangan.12

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku

Usaha meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran,

dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang

dihasil atau diperdagangkan. Sehingga, konsumen yang dirugikan akibat

mengonsumsi produk kosmetika luar negeri yang tidak memiliki izin edar,

dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti kerugian kepada pelaku

usaha yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

pertanggungjawaban berupa ganti kerugian tersebut didasarkan atas

pembuktian mengenai adanya unsur kesalahan.

Pertanggungjawaban pelaku usaha (dalam hal ini ialah penjual kosmetik

pada laman instagram) terhadap kosumen memiliki bentuk-bentuk atau

jenis-jenisnya, yaitu:13

a) Contractual Liabilily atau Pertanggungjawaban Kontraktual,

merupakan tanggung jawab keperdataan atas dasar perjanjian (kontrak)

dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat

12 Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-
Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Diterjemahkan oleh : Somardi,
BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

13 Syukni Tumi Pengata, Apa Saja Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha
Terhadap Konsumen? Ini Jawabannya, URL: mediakonsumen.com, diakses pada 28 April 2020.
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mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang

diberikan.

b) Product Liability atau Tanggungjawab perdata terhadap produk secara

langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialamai oleh konsumen

yang diakibatkan karena mengonsumsi produk yang dihasilkan atau

yang dijual. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada perbuatan

melawan hukum. Dengan demikian, product liability dalam hal ini

tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha (penjual)

dengan konsumen, tetapi didasari pada tanggung jawab produknya.

Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 19 UUPK.

c) Criminal Liability atau pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha

sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan

perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi.14 Sedangkan

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat,

yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.15

14 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi online/daring (dalam jaringan), Hak
Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, URL:
https://kbbi.web.id/perlindungan.html diakses pada Rabu, 18 September 2019.

15 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi online/daring (dalam jaringan), Hak
Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, URL :
https://kbbi.web.id/hukum.html , diakses pada Rabu, 18 September 2019.

https://kbbi.web.id/perlindungan.html
https://kbbi.web.id/hukum.html
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Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.16

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.17

Dari uraian di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa

perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan

kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah suatu

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan

hukum, baik itu preventif ataupun represif, maupun secara tertulis ataupun

tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.18

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman

16 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53
17 Ibid, hlm. 69.
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kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang

suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan

dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara

normatif, bukan sosiologi.19

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen,

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.20

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan

logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma

lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

19 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

20 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158
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Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,

tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian

dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan

sekedar hukum yang buruk.21

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

Negara terhadap individu.22

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik

yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum,

yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang

mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya

kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari

sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu

21 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus
Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

22 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung,
1999, hlm.23
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diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu

aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.23

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang

berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus

sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav

Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang

tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian

hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan

dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu

nilai keadilan dan kebahagiaan. 24

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya.

Setelah dianalisa, selanjutnya diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap

fakta hukum yang ditemukan dan kemudian mengusahakan suatu jalan keluar

23 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit
Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

24 Ibid.
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pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-gejala yang

berseangkutan.25

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji dan meneliti masalah yang ada pada penelitian ini,

penulis melakukan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum

empiris. Artinya, penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum

dalam artian yang nyata dalam meneliti bagaimana bekerjanya hukum

di masyarakat.26

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

sosiologi (Sociological Approach). Pendekatan sosiologi berusaha

mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan

mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. Suatu pendekatan

komparatif memungkinkan digunakan metode berjenis-jenis,

mencakup: studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kualitatif,

dan metode historis.27

25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1996, hlm. 43.
26 Puput Purwanti, 2018, Dua Pengertian Hukum Empiris Dalam Kajian Penelitian , URL :

https://hukamnas.com/pengertian-hukum-empiris, diakses pada 19 September 2019 pukul 19;24 WIB.
27 Achmad Ali, Menjejalahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, Kencana Prenada

Media Grup, 2012, hlm. 25.

https://hukamnas.com/pengertian-hukum-empiris
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3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber

asli atau sumber langsung dari informan di lapangan yang memiliki

infomasi mengenai data tersebut. Adapun yang menjadi informan

sebagai data primer adalah penjual kosmetik dari luar negeri melalui

online shop pada instagram di kota Palembang, pejabat yang

berwenang yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota

Palembang, Penjual Kosmetika dari Luar negeri pada Instagram,

dan Konsumen yang menggunakan kosmetik di Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang

oleh penulis digunakan juga sebagai penunjang data primer. Data

sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif, artinya mempunyai otoritas.28 Bahan hukum primer

berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti berupa:

28 Ibid, hlm. 181.
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a. Kitab Undang-Undang Hukum Pedata;

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen;

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik;

e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1176/MENKES/PERNIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika;

f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30

Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan

Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia;

g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang

Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;

h. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003

Tentang Kosmetik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan

hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
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bukan merupakan dokumen-dokumen resmi29 meliputi buku-

buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas

putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dimaksudkan untuk memperkaya dan

memperluas wawasan peneliti. Adapun bahan-bahan hukum

tersier berupa kamus-kamus hukum, kamus besar Bahasa

Indonesia, kamus bahas Inggris, kamus bahasa Belanda, dan lain

sebagainya. Bahan-bahan hukum tersier dapat digunakan apabila

dianggap perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan topik

penelitian.30 Relevan atau tidaknya bahan-bahan hukum tersier

bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.

4. Lokasi Pengambilan Sampel

Dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data penulisan skripsi

ini, penulis memilih lokasi penelitian di kota Palembang, yaitu pada:

a. Badan Pengawas Obat dan Makanan kota Palembang.

Alamat : Jl. Pangeran Ratu, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang

Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

b. Penjual kosmetik dari luar negeri tanpa izin edar melalui online

shop di instagram yang berdomisili di Kota Palembang.

29 Ibid, hlm. 181.
30 Ibid, hlm. 183.
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c. Konsumen, yaitu pembeli kosmetik dari luar negeri melalui online

shop di instagram.

5. Metode Pengambilan Sampel

Penulis menggunakan cara purposive sampling, yaitu pengambilan

sampel secara sengaja dan telah sesuai dengan persyaratan sampel

yang diperlukan. Purposive sampling merupakan sampel yang dipilih

berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian.31

Populasi dalam penelitian ini adalah staff Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) kota Palembang, penjual kosmetik dari luar negeri

tanpa izin edar sebanyak 10 orang, dan konsumen produk kosmetik

sebanyak 40 orang

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara atau interview

Menurut Sugiyono, wawancara atau interview merupakan

suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur

maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap

muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan

telepon.32

31 Burhan Ashofa, 2010,Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 79.
32 Mugnifar Ilham, 2019, pengertian Wawancara Menurut ParaAhli Terlengkap, URL :

https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/ , diakses pada tanggal 19
September 2019 pukul 21:51 WIB.

https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara

terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah

mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang hendak digali

dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah

membuat daftar pertanyaan secara sistematis.

Selain itu, penulis juga akan menyebar kuesioner tertutup

kepada pemilik online shop yang menjual kosmetik bermerek dari

luar negeri tanpa izin edar dan beberapa konsumen yang membeli

kosmetik tersebut dari online shop. Kuesioner tertutup merupakan

kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih

oleh objek penelitian

b. Studi Pustaka

Studi pustaka bagi penelitian hukum meliputi studi bahan

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data yang telah diperoleh

melalui penelitian dan bahan kepustakaan. Keseluruhan data yang

diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan

menggunakan metode kualitatif , yaitu fakta atau informasi yang

diperoleh dari subjek penelitian dan tempat penelitian yang bertujuan
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untuk memberikan uraian-uraian pada data dalam bentuk kalimat yang

terstruktur dan kemudian dihubunkan secara sistematis untuk

memperoleh kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam skripsi

ini.33

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data dan informasi telah diperoleh dan ditelaah, maka

akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang

diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan

yaitu metode deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan yang

dimulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat

khusus.34

33 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif), Yogyakarta, UII Press, 2007, hlm. 62.

34 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Maju, 2008, hlm. 35.
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